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Abstrak
 

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan dalam penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai,

dimana penerapannya di Indonesia untuk pertama kali yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun

1983 dan merupakan upaya reformasi perpajakan menggantikan pelaksanaan pemungutan pajak penjualan

berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1951 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 1953.

 

Pajak Pertambahan Nilai memiliki legal karakter sebagai pajak objektif dimana timbulnya suatu kewajiban

pajak sangat ditentukan oleh factor objektif yaitu karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat

dikenakan pajak, sedangkan kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai

atas kegiatan membangun sendiri merupakan perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai yang baru diatur

dalam pasal 16.C Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 dimana kebijakan tersebut masih kurang selaras

dengan memori penjelasan pada pasal 4.

 

Disamping itu dalam memori penjelasan pasal 16.C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu untuk

mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk melindungi masyarakat

yang berpenghasilan rendah juga belum sesuai dengan implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas

kegiatan membangun sendiri yang telah dijalankan.

 

Berdasarkan hal tersebut penulis mendapatkan beberapa permasalahan pokok sebagai sumber dalam

penulisan tesis ini yaitu :

1. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam

usaha atau pekerjaannya dapat mempengaruhi masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagaimana pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan NiIai atas kegiatan membangun sendiri

tidak dalam usaha atau pekerjaannya terhadap penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai.

3. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam

usaha atau pekerjaannya dapat dilaksanakan sesuai kondisi di Indonesia.

 

Hasil analisis yang menggunakan metode desk iptif analisis melalui studi kepustakaan diketahui bahwa

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha

atau pekerjaan oleh Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Pengusaha Kecil, maupun membangun sendiri yang

dilakukan dalam kawasan real estate tujuannya adalah untuk memajaki pengeluaran konsumsi dan adanya

kecendrungan masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan membangun sendiri dengan

menggunakan jasa pemborong yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
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Dari kesimpulan diatas untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas

kegiatan membangun sendiri, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur

sehingga maksud dan tujuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dioptimalkan.

<hr>

Analysis On The Implementation Of Value Added Tax (VAT) Policy Toward Self Establishment Activity

 

One type of the tax which has an important role for State revenue is Value Added Tax (VAT), which was

firstly implemented in Indonesia by UU (Code of Law) number 8, 1983 and is one of tax reform action to

subsirute for the implementation of sale tax collection based on Undang-undang Dana-at Number 19,1951

and Undang-undang Number 35, 1953.

 

Value Added Tax has legal characteristics as an objective tax in which the obligation to pay the tax is fully

determined by objective factors, i.e. due to a legal event or action from which the tax can be collected,

where as the subjective condition of the tax payer does not determine. VAT toward self establishment

activity is the extension of VAT object which is regulated an article 16C UU (Code of Law) number

11,1994, of which policy is not in accordance with the explanation of article 4.

 

Besides, on the explanation of article 16C of VAT Code of Law, that is to stop the avoidance of VAT

collection, as well as to protect low-income society which is not in accordance with the implementation of

VAT policy toward self establishment activity. Based on those explanations the writer formulizes several

research problems as the sources in writing this thesis, i.e.

1. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can

stimulate tax payers to fulfill the duty in accordance with the tax regulation.

2. How the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can affect state

revenue from VAT.

3. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can be

implemented in Indonesian setting.

 

From the result of the analysis utilizing Descriptive method through library study, it is found that VAT

policy implemented toward self establishment activity which is done outside the work by individuals,

Institutions, Soft Office, as self establishment done by real estate in order to collect the tax from

consumption and the tendency of tax payers to do self establishment activity by using the construction

company which is not legalized as Tax Payer.

 

It can be concluded that the effort to increase the implementation of VAT Policy toward self establishment

activity should be improved especially toward the regulating policies so that the purpose of VAT collection

can be optimalized.


